
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabu-paten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

1950 tentang 14 Tahun 1. Undang-Undang Nomor Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa Barat, telah 
ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / 
MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pemba-tasan Sosial 
Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka 
Percepatan Penanganan Corona Vims Disease 2019 (COVID- 
19) dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 
259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan 
Sosial Berskala Be ar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri dan 
Keputusan Gubemur sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dipandang perlu disusun pedoman pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala 
Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 
( COVJD-19) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya; 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 35 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 
DALAM PENANGANAN W ABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 

DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 



Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
omor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
omor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t ntang Perne­ 
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Norn.or 244, Tambahan Lemba an Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tela diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang o or 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Unda g-Undang 
Norn.or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia ahu 2015 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republi I donesia 

omor 5679); 
6. Un -Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten ang Administrasi 

Pemerintahan (Lemb an gara Republik In one ia Tahun 
2014 Norn.or 292, Tambahan Lembaran gara Republik 
Indonesia Norn.or 601); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 8 tentang Kekaran­ 
tinaan es hatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 mor 28, Tambaha Le bara Negara 
Republik I d nesia omor 6263) ; 

8. eraturan Pemerintah P ngganti U dan -Undang Norn.or 1 
Tahun 2020 te ta g Kebijakan Keuangan egara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) da /atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau tabilitas Sistem 
K uangan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2020 
Norn.or 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485); 

9. Peraturan Pemeri tah Norn.or 40 Tahun 1991 ten tang 
Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 
1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penye­ 
lenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Npomor 4828); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

3. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 3273); 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
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enanganan Corona Virus Disease 201 9 rangka Percepata 
(COVID- 9); 

19. P raturan Gu ernur Jawa Barat mor 36 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Penanggulang n Corona virus Disease- I 9 (Covid-l9 / di 
Wilayah Provinsi J wa Barat; 

20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 259- 
Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6487); 

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 34); 

13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 
Tu e ep tan e anganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) sebagaimana telah diubah denga Keputusan 
Pr sid n Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keput s Presiden 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Pe c patan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

14. Keputusan resid n Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coro a Virus 
Disease 2019 (COVID-19); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2 14 tentang 
Penanggul gan Penyakit Menular (Berita Negara epublik 
Indonesia Tahun 201 omor 1755); 

6. Per ran Me teri Kesehat n Nomo 9 Tah n 2 20 tentang 
Pedoman Pembat san Sosia B s ala Besar al Rangka 
Percepatan Pe anganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) (Berita Negara Republik Indo esia Tah n 2020 
Nomor 326); 

17. Perat ran ente · Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
ten tang Percepa n Pe anganan Corona Viru isease 2019 
di Lingkungan emerintah Daerah (Berita Negar Republik 
Indone ia ahun 2020 Nomor 249); 

18. Keput an Menteri Kesehatan Nomo HK.01.07 / 
MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pemba-tasan Sosial 
Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam 
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asal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima sud dengan: 
1. D erah adala Daerah a upate T sikm laya. 
2. a alah B p ti e g i un penyel n P merintah 

g impin pela ana n urusan pemeri t han yr ng menjadi 
ke enangan daera o ono . 

3. Bu ati adala pati Ta i mala a. 
4. Con na Virus D sease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah 

pe yakit men lar yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory yndrome - 
Car na Virus-2. 

5. Pe b n S Ber kala Besar yang sela jutnya disingkat S B adalah 
pembatasan kegiatan ertentu pen u uk dalam satu wilayah yang diduga 
CO 'JD-19 demikian rupa u tuk mencegah kemung · an penyebaran 
COVID-19. 

6. Gugu Togas P rcepatan Penanganan COVID-19 Ka upaten Tasikmalaya 
yang s anjut ya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk 
oleh Bup ti asikmala a, empunyai t gas mempercepat penanggulangan 
COVID-19 melalui sin rgita antar pemerintah, badan usaha, akademisi, 
masyarakat, dan media. 

7. Penduduk adalah set" p orang yang berdomisili dan/ a tau berkegiatan di 
Daerah. 

8. Pelaku Usaha adalah setiap or g perseorangan Warga Negara Indonesia 
atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 

9. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/ 
perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta. 

10. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara 

BAB I 
KE ENTU N UMUM 

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN 
TASIKMALA A. 

LA BESAR D L M PEN NG 
MBATASAN SOSIAL 

ABAH CORONA 
G B p 

MEMUTUSKAN: 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 
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as 15 

(1) Dalam upaya enc ah me uasnya pe yebaran COV.ID-19 diberlakukan 
PSBB di wilayah Ka aten Tasikmalaya. 

(2) PSBB sebagaimana dimaksud pada aya (1), dilakukan dalam bentuk 
pembatasan aktivitas luar rum h yang dilakukan oleh setiap orang yang 
berdomisili dan/ atau berkegiatan i Daerah. 

(3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib: 
a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang 

mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer) dan perilaku hidup 
bersih sehat (PHBS); 

b. menggunakan masker dan menjaga jarak (physicaldistancing) paling 
sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan 

A IV 
P AK ANAAN PSBB 

Bagian Kesatu 
mum 

f. san sr. 

lipu i : Ruang lingkup a Bupati ini 
a. pel anaan P BB; 
b. hak, e aiiba erta pe enuha keb uhan ma arakat; 
c. su b r daya penanganan COVID-19; 
d. su b r dana; 
e. pe a tauan, evaluasi an elaporan; dan 

as 14 

AB III 
RUANG LINGKUP 

9· ' b. en· gkatkan antisipasi perkem gan ekskalasi penyebaran C 
c. memperkuat upa a nanganan kes hatan akibat COV.ID-19; dan 
d. enangani d pak sosial dan k nomi dari penyebaran COVJD-19. 

Peraturan Bupa ii · jua 
a. membatasi kegia an tertent dan perge akan orang dan/atau arang dalam 

me cega peny aran COV.ID-19; 

Pasal 3 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam 
rangka percepatan penanganan COV.ID-19 di Daerah. 

Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya. 
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c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/ a tau ruang isolasi sesuai 
protokol kesehatan bagi: 
1. Orang Tanpa Gejala (OTG); 
2. Orang Dalam Pemantauan (ODP); 
3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau 
4. Orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan atau 

tanpa gejala. 
(4) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

angka 1 merupakan Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular 
dari orang konfirmasi COVID-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus 
konfirmasi C D- 9. 

(5) Orang Dalam P m (OD ) se im ksud pada ayat (3) 
huruf c a gka 2 merupakan orang yang memenuhi p sy atan sebagai 
beri ut: 
a. I eksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (~38 ) atau 

riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit per apasan 
eperti batuk/sesak nafas/ akit tenggorokan/pilek/pneumonia mgan 

hingga erat dan tidak ada pen ebab ain berdasarkan gamb an klinis 
yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari erakhir seb lum timbul 
g jala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ ilayah yang 
melaporka transmisi I kal; 

b. demam (~38°C) atau riwayat emam atau Adan pa a 4 (empatbelas) 
h i rakhir m · b 1 ejala memili i i a a konta dengan 
kas s fi masi D-1 ; dan 

c. !SPA erat/p e monia berat ang m mbutuhka e a a i rumah 
idak ada penyebab lain herd sarkan gambaran klinis yang 

m yakink n. 
(6) Pasie Dal Pen awas (P P) dengan g jala ringan e agaimana 

dim ksu pada a a ( ) hur f angka merupaka ng y e galami: 
a. e am (2::38°C) atau riway t demam atau gejala gang uan sistem 

ap s seper i i ek/ akit te goroka /bat k tidak ada 
p nye ab lain ber asar an gam aran klinis yan meyaki serta pada 
14 (e pat belas) hari terak ir ebelum timbul gejala emiliki riwayat 
perj anan atau tinggal di negara/wilayah yang elaporkan transmisi 
lokal; an 

b. gejala ga gu n sistem pemapasan se er i pi ek/ akit tenggorokan/ 
batuk dan pa a 14 (empat bela ari t rakhi sebelum timbul gejala 
memiliki riwayat kon ak de gan ora g terko irmasi positif COVID-19. 

(7) Pembatasan aktivitas luar r ma dala pelaksanaan PSBB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah, di industri dalam rangka magang, 

Praktek Kerja Lapangan dan/ a tau kegiatan lainnya a tau di institusi 
pendidikan lainnya; 

b. aktivitas bekerja di tempat kerja; 
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah; 
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum; 
e. kegiatan sosial dan budaya; dan 
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Pasal 8 

(1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, 
penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib: 
a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak 

peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; 

(1) Instit si pendidikan lainny yang dilakukan penghentian sement ra selama 
pemb akuan P BB e agai an dimaksud dalam Pasa 6 a a (1), meliputi: 
a. 1 ba a pendidika tin gi; 
b. 1 mbaga p 1 ti an; 
c. le baga enelitian, 
d. le ba a pem inaan; an 
e. lemb gap ndidik keagamaan. 

(2) Penghentia s mentara kegiatan · insti usi pendidikan lain ya sebagaimana 
dimaksud pa a ay t (1), dikecualikan bagi lembaga pe didikan, pelatihan, 
penelitian yang be kaitan denga ela anan eseha an. 

(3) Dalam pelaksanaan peng enti seme tara egiatan di institusi pendidikan 
lainnya sebagaimana dimaksu pa a ayat (1), kegiatan, aktivitas 
pembelajaran, dan pelayanan ad inistrasi dilaksanakan secara daring dari 
rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran 

di Sekolah dan/ atau Institusi Pendidikan 

Pasal6 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di: 
a. sekolah; 
b. institusi pendidikan lainn a; da /atau 
c. ind s ri dalam rangka magang, Praktek Kerja L angan dan/atau 

kegia an lainnya. 
(2) D am pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah seb aimana 

di aksud pada ayat (1) huruf a, semua aktivitas pembelajar iubah 
e aksanaann a dengan melaku an pembelajaran di rumah/tempat tinggal 
asir g-masing melalui metode emb lajaran jarak jauh dan/ at u secara 

darin . 
(3) K giatan dan aktivitas pelayan administrasi sekolah d ikerjakan dari 

ru ah deng bentuk pel yanan ya g disesuaikan de g kebut h 
(4) Te is sa n e · pe be jaran se elayanan 

se lah yang erupakan kewen g Daerah selama pember 
diatur e ih anj o e Pe angkat Daera yang a an 
pe eri tahan di bida g p idikan. 

f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. 
(8) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional PSBB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah. 
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10. industri strategis; 
11. pelayanan dasar, utilita publik dan industri yang ditetapkan 

sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ a tau 
12. kebutuhan sehari-hari; 

d. non pelaku usaha yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian, 
perkebunan, dan perikanan yang terkait dengan kebutuhan sembilan 
bahan pokok; 

e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada 
sektor kebencanaan dan/ atau sosial; 

logisti ; 
perhotelan; 
konstruksi; 

a tanah (PPAT); 

nergi; 
k mun· si da teknologi informa i; 

eu gan; 
no aris/Pejabat Pembua 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

asarkan engaturan dari enterian erkait; 
b. B an Usaha Mi ik egara/Da rah yang turut serta da COVID-19 

an/ a tau dalam pemenuhan k butuhan p kok masyarakat mengikuti 
engaturan dari ementerian terkait d n/atau Pemerintah Daerah; 

c. el u: a/per sahaan a g e gerak pa a sektor: 
1. k sehat 
2. ahan pangan/ a an /mi m 

a pun desa sa, daera a. 

(1) Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagai- 
mana ada Pa al 9 a a (1), dikecualikan bagi tempat ke [a/Icantor 
de 

P sal 10 

eke ja di tempat kerja/kantor. 
(2) Selama penghenti sementara ak ivitas bekerja di tempat kerja/ antor 

se agaimana dimaksud pada ya (l), wajib mengganti aktivitas bekerja di 
tern at kerja dengan aktivitas bekerja di r mah/tempat tinggal. 

(1) Sela a emberlaku 

Bagian Ke iga 
ti it Bekerj di Tempat Ke ja 

Pasal 9 
PSBB, di a ukan e ghe an sem tar aktivitas 

Pe 

b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan 
sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya; dan 

c. menjaga keamanan sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya. 
(2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah 

dan/ atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan secara berkala dengan cara: 
a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; 
b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVJD-19 bagi pendidik 

dan tenaga kependidikan lainnya. 
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f. pelaku usaha/perusahaan diluar sektor sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dengan ketentuan adanya pengurangan dan/ a tau pembagian 
waktu dan jumlah kerja karyawan (pengaturan secara bergilir) dengan 
penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat 
kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c; 

g. pelaku usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf f wajib 
untuk mengurangi waktu/jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. bagi perusahaan dengan 5 hari kerja, hari Senin sampai dengan hari 

Jumat jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB (istirahat jam 
12.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB, kecuali hari Jumat jam 11.30 
wib s pai dengan 2.30 B); 

2. ba i per 6 ari erja jam 08.00 sa pai dengan jam 
.00 (Senin ampai dengan Kami , istirahan jam 2. WIB sampai 

dengan 12.3 WIB), Jumatj 08.0 IB .. amp i den an AM 14.30 
(istirahat jam 11.45 WIB sampai dengan jam 12.45 WIB, S tu jam 
08.00 WIB ampai dengan JAM 13.00 WIB(tanpajam istirah .t. 

(2) e ecualian terhadap peng n · n sementara aktivitas bekerja di tempat 
k rj /kant r sebagaimana dim ksud da ayat (1), pimpin n tempat 
k rja/k tor wajib melakukan: 
a. p batasan interaksi dalam aktivitas kerja; 
b. 1 angan setiap or ng yang mempu yai peny it penyert dan/atau 

ko disi yang dapat berakibat f tal apabi a terpapa ID-19 untuk 
m la an kegia n di te pat kerja, a tara lain: 
1. ender· a teka a arah in 
2. pe idap n akitjant ng; 
3. engidap diabet s; 
4. penderi peny it paru-ps ru; 

penderita kan er; 
· u ha il; an 

7. usia ebih dari O ( n m p luh) tah n; 
c. enerapan protok 1 pencegahan pe yebara C VID-19 di tempat 

k rja/ antor, meli ti: 
1. m mastik n te pat kerja selalu dalam keada ber ih dan higienis 

emastikan temp t kerja s lalu dala keadaa . bersih an higienis; 
2. se ru karyawan di are erk nto an mengg na an masker dan 

menc i ta gan secara teratur denga menggun kan sabun dan air 
yang men ir at u pe bersih tangan (hand nitizer); 

3. bekerjasama dal m h 1 perlin unga kesehatan dan pencegahan 
COVID-19 dengan fas· ita pelayanan kesehatan terdekat untuk 
tindakan darurat; 

4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna 
meningkatkan imunitas pekerja; 

5. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, 
dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; 

6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang 
memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di 
tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau 
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sakit; 
7. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang 

mengalir dan/ atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk 
menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses 
pada tempat kerja; 

8. menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling 
sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; 

9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan 
pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di 
tempat kerja; 

10. dalam al ditemukan adanya karyawan di tern at kerja yang menjadi 
Pa ien D e w s a 
a) a tivitas pekerjaan di ruangan/tempat kerja arus dihentikan 

sem ntar paling sedikit 14 (empat ela ) ha i kerj ; 
b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakuk n vakuasi 

dan peny mprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasi ita dan 
peralatan kerja; dan 

c) enghentian sementara dilakukan hingga proses eva uasi clan 
penyemprotan disinfi ktan, serta peak anaan p m riksaan 
kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang perna melakukan 
kontak fisik dengan t naga kerja yang terpapar COVID-19 telah 
selesai. 

(3) Ter ada egiatan enyedi n makana clan rm man, nang ngjawab 
restora /rumah makan/ a e/waru /usah jenis memi iki ewajiban 
unt k: 
a. m b tasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara lang ng (take 

away), melalui pe esanan secara daring, clan/ t u den fasilitas 
telepon/la anan antar; 

b. tid en edia a meja dan kursi/ empat ud erta a jaringan 
rea lo al nirkabel (Wifi); 

c. e jaga j ak (physical d 'st ncing) paling sedikit ( atu) eter an tar 
p la 

d. me erapka prinsi higiene a itasi pangan dala pro e penanganan 
pang n se uai ketent an; 

e. men ye iakan alat bant s erti sarung tanga da / atau penjepit 
makanan ntuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap 
saji dalam pros s pe siapan, pengolahan dan penyajian; 

f. memastikan kecuku pan p oses pemanasan dalam pengolahan makanan 
sesuai standar; 

g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya 
yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; 

h. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air 
yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan; 

1. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu 
tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan 

J. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses 
penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, 
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kaw san royek; 
c. m ye iaka empat tinggal dan kebutuhan hid ehari- · seluruh 

ekerja selama berada di kaw san proyek; 
d. m enyedia an ruang kesehatan di tempat k rja yan dileng a i dengan 

arana k sehatan ya g ema ai; 
e. g aru a pekerja k n m ske , ar ta gan dan 

pa ai kerja sesuai p d m n k se a atan dan esehat ke ·, ; 
f. eng aru kan cuci tangan engan m ngguna an a un d n air yang 

m n alir dan/a p mbersih ta gan (ha ani · er) termasuk 
me y diakan fasili as cuci tangan yang memadai dan mu ah di akses 
pada te pat kerja; 

g. melara g setiap orang, baik pekerja ma pun p ihak lainnya, yang 
memiliki hu bada di atas normal un uk berada di dalam lokasi kerja; 

h. menyampaika pe [elasan, anjuran, ka pan e dan promosi teknik 
pencegahan COVID- 9 da m setiap kegiatan penyuluhan keselamatan 
dan kesehatan kerja pagi hari t u safety morning talk; dan 

1. melakukan pemantauan kes atan pekerja selama berada di kawasan 
proyek secara berkala. 

(6) Ketua Gugus Togas Daerah dapat menambahkan kategori tempat kerja/ 
kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan pengaturan teknis 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Daerah. 

ukan di dalam b. m mb asi ak · itas dan intera si pekerja ha a 

penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan 
kesehatan kerja. 

(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib untuk: 
a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi 

mandiri; 
b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan 

memanfaatkan layanan kamar (room service); 
c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang 

dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel; 
d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas 

yaitu suh ubuh di a as nor al, de a , ba uk, ilek, diare dan sakit 
tenggo oka nt km suk hote; 

e. me haruskan karyawan menggunakan masker, sarun tangan dan 
k ian kerja se uai pedo an kes lama and ke hatan ke · ; dan 

f. mengharuskan cuci tangan d ngan menggunakan sabun an air yang 
mengalir dan/ a au pembersih ta gan (hand sanitizer) serta me ye iakan 
asilitas c ci tangan yang me adai dan mudah di akses pa tempat 

k erja. 
(5) T rh da kegiatan konstruksi, emilik dan/ atau enyedia jas pekerjaan 

k s · uksi memiliki kewajiban untu : 
a. menunj k penanggungjawab dalam pela sanaan pe cegahan COVID-19 

di awasan proyek; 
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Pasal 14 

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) 
huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/ atau 

Ba ian Keli 
Pembatasan egia di Te pa ata Fasili as mu 

P sal 13 

(1) Pengelola tern at atau asilit s u u w jib en tup se en ara tempat atau 
fasilitas umu untuk k giatan pendud k la a pember uan PSBB. 

(2) Dikecualikan d · la nga kegiatan i tempat atau fasilitas umum 
sebagaimana dimaksu ada yat (1), kegiatan penduduk untuk: 
a. memenuhi kebutuhan po k d n/ata kebutuhan sehari-hari; dan 
b. melakukan kegiatan olah raga e ara mandiri. 

(3) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan 
penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas 
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

ti gan. e utup akses mas kb i piha -pi ak yang ti a erke c. 

(1) Sela ia pemberlakuan PSBB, pena nggungjawab rumah ibadah wajib: 
a. m m erikan edukasi atau pen ertian kepada j aah ma in -masing 

u tuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah; 
b. m lakukan penceg a penyebaran COl/ID-19 di mah ibadah masing­ 

m sing; dan 
c. a ibadah masi g. 

(2) a COV -19 rumah i a ah seb gaimana 
ukan ecara a a de a c ra: 

a. me a dan · g ga se itarnya; 
b. lakuka disinfeksi pada lantai, dinding, dan p rangkat angunan 

rumah iba ah; d 

Pasal 12 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan 
keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu. 

(2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah 
dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan 
keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. 

(3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan 
secara daring. 

(4) Selama pe gh e ara ke iatan keagamaan di rumah ibadah 
dan/atau di empat tertentu sebagaimana dimaksud pad ay (1), kegiatan 
pen a wakt i a sepe ti adz , lone ng, dan/ a tau en da waktu 
lai n dilaksanakan seperti biasa. 

Bagian Keempat 
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah 

Pasal 11 
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Pasal 15 

( 1) Kegiatan olah raga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 

pengiriman: 
a. bahan pangan/ makanan/ minuman; 
b. energi; 
c. komunikasi dan teknologi informasi; 
d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/ atau 
e. logistik. 

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (3) huruf a, meliputi: 
a. penyediaan barang retail di: 

1. pasar rakyat/ pasar desa dan Pedagang Kaki Lima (PKL); 
2. toko swalayan, berjenis minimarket, su erma ket, hypermarket, 

perkulakan dan to o khusus baik yang berdiri sen i i maupun yang 
erada di pusat perbelanjaan; atau 

toko/warung elontong. 
ja a binatu (laundry). 

(3) Ja operasional enyediaan barang retail sebagaimana dimaks d pada 
ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut: 
a. sar rakyat/pasar desa dan Pedagang Kaki Lima (PKL) ulai jam 

04.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB; 
b. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hyp ermarket, 

perkulakan, toko khusus baik yang berdiri sendiri m upun ya g berada 
di pusat perbelanjaan, dan toko/warung ke ontong mulai jam .00 WIB 
samp i dengan jam 17.00 WIB; 

c. ja binatu (laundry) mulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 
16.00 W B. 

(4) Dalam melayani pemen han kebutuhan penduduk selama pem erlakuan 
PS B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku u aha wajib 
mengikuti ketentuan p mbatasan kegiatan sebagai berikut: 
a. mengu amakan p mesanan barang secara daring dan/ jarak jauh 

de gan fasilitas layanan antar; 
b. t r t menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen 

b r g dengan tidak menaikkan harga barang; 
c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; 
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan 

konsumen yang memasu · pa ar/to o serta mema tikan karyawan yang 
bekerja ti ak sedang mengalami demam ringan atau kit; 

e. mewajibkan pembeli menggunakan masker; 
f. menerapkan pembatasan jarak (physical distancing) antar sesama 

konsumen yang datang ke pasar / toko paling dekat 1 ( satu) meter; 
g. mewajibkan setiap karyawan ntuk menggunakan pakaian kerja sesuai 

pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan 
h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/ atau pembersih 

tangan {hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang 
memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan. 
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Pasal 17 
(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan: 
a. khitanan; 
b. pernikahan; dan 
c. pemakaman dan / a tau takziah kematian yang bukan karena COVID- l 9. 

(2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. dihadiri oleh kalangan terbatas; 
c. menggunakan masker; 
d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan 
e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit 

dalam rentang 1 (satu) meter. 
(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. dilakukan di KUA dan/ atau Kantor Catatan Sipil; 
b. dihadiri oleh kalangan terbatas; 
c. menggunakan masker; 
d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan 
e. menjaga jarak (physical distancing)antar pihak yang hadir paling sedikit 

dalam rentang 1 (satu) meter. 
(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan 

karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksana­ 
kan dengan ketentuan: 
a. dilakukan di rumah duka; 

Bagian Keenam 
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya 

Pasal 16 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas 
kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang. 

(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) termasuk 
pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan: 
a. politik; 

olah raga; 
c. hiburan; 
d. akademik; dan 
e. budaya. 

ayat (2) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar 
rumah selama pemberlakuan PSBB. 

(2) Kegiatan olah raga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan 
b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal. 
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Bagian Ketujuh 
Pembatasan Penggunakan Moda Transportasi 

Untuk Pergerakan Orang dan Barang 

Pasal 18 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau 
barang dihentikan sementara, kecuali untuk: 
a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan 

egiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB. 
(2) ik cualikan dari penghentian sementara kegiatan pergera an orang 

s bagaimana dimaksud pada ayat (1), untukjenis moda transportasi: 
a. k daraan bermotor pribadi; 
b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; an 
c. ang n pe e e apian. 

(3) Pe gguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti 
keten tuan se bagai beriku t: 
a. digunakan han a untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau 

aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; 
b. m lakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai dig nakan; 
c. menggunakan masker di dalam kendaraan; 
d. membatasi jumlah orang maksimal 50°/o (lima puluh ersen) dari 

kapasita kendaraan; dan 
e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau 

s kit. 
(4) Pengguna se eda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: 
a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/ atau 

aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; 
b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan; 
c. menggunakan masker dan sarung tangan; 
d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau 

sakit; dan 
e. tidak mengangkut penumpang/berboncengan pada saat pemberlakuan 

jam operasional dan/atau pembatasan pada kawasan tertentu. 
(5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk 

pengangku tan barang. 
(6) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, 

angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi orang wajib berikut: 
a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima 

b. dihadiri oleh kalangan terbatas; 
c. menggunakan masker; dan 
d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit 

dalam rentang 1 (satu) meter. 
(5) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan 

penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan 
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak 
yang sama untuk: 
a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah; 
b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis; 

BAB VI 
HAK DAN KEWAJIBAN 

SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB 
Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban 

Pasal 20 

Kegiatan te e tu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi: 
a. fasilitas elayanan ke hat n; 
b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek p rtahanan dan keamanan; dan 
c. aktivitas Gugus Tugas P sat, Provinsi Jawa Barat, Daerah, ec matan, Desa 

dan RT Si ga. 

BABV 
KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN 
SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

Pasal 19 

menerapkan ketentuan me genai ja a jarak secara fisi (physical 
di tancing) baik pada saat an ian maupun saat di dalam angk t n. 

(7) K .tua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan jenis moda tr sportasi 
y g dikec alikan dari penghentian sementara mo a transporta si untuk 
pergerakan orang dan/atau bara g ebagaimana dimaksud pa aye t (2) dan 
ay t (3) erta meng turny secara teknis, sesuai kete tua eraturan 
per ndang-undangan dan kebut han Daerah. 

sedang 

puluh persen) dari kapasitas angkutan; 
b. untuk angkutan orang berkursi: 

1. satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan 
2. dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang. 

c. jam operasional ditetapkan sebagai berikut: 
1. kendaraan bermotor umum dalam trayek (dalam wilayah Kabupaten 

Tasikmalaya) mulaijam 06.00 WIB sampai denganjam 16.00 WIB; 
2. kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan moda 

transportasi barang dapat berjalan selama 24 (dua puluh empat) jam; 
3. moda transportasi kereta api mengikuti ketentuan instansi terkait. 

ct. melakuk penyemprotan disinfek an moda a s or asi yang digunakan 
secara berkal ; 

e. me ggu akan masker dan sarung tangan; 
f. ela ukan det k i d n p mantauan uhu t buh pet gas dan 

penumpang yang memasuki moda transportasi; 
g. memastikan p ugas dan pe umpang moda transportasi tid 

mengalami suhu tubuh di ata normal atau sakit; dan 
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Pasal 23 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang 
terdampak atas pelaksanaan PSBB. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: 
a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; 

(1) Pemeri tah D erah dapat memberikan bantuan tunai da / tau bantuan 
pang n on tunai k pada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi 
kebut han pokoknya s lama pelaksanaan PSBB. 

(2) Bantua tunai dan/atau bantuan pangan non tunai ebagaimana dimaksud 
pada aya (1) diberikan dalam bent k bahan poko dan/atau bantuan 
langsung lainnya yang mekanisme per yalurannya esuai dengan ketentuan 
peraturan perund g-undangan. 

(3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/ atau bantuan pangan non tunai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pe enuhan Kebutuhan Dasar Pe duduk Selama PSBB 

P sal 22 

(1) Selama emberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah aji 
a. memat hi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSB 
b. iku serta dalam pelaksanaan PSBB; dan 
c. melaksanakan perilaku hidup b rsih dan sehat. 

(2) D am hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib: 
engikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVJD-19 dalam 
nyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah diteta kan untuk 

diperiksa oleh petugas; 
b. melakukan isolasi mandiri di umah dan/ a tau shelter maupu p rawatan 

di layan n kesehat s suai rekomendasi tenaga k sehatan; da 
c. m la orkan kepada tenaga ke ehatan apabila diri sendiri d n/ atau 

kel arganya erpapar COVID-19. 
(3) Pel anaan ewajiban sebagaimana dimak ud pada ayat (2), arus meng­ 

iku · petunjuk teknis yang ditetap an oleh Ketua Gugus Togas Daerah. 

Pasal 21 

c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19 sesuai dengan 
kode etik; 

d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan 
dengan COVID -19; dan 

e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/ atau 
terd uga CO VID-19. 

(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah. 
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-- 

(1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga 
turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. 

Pasal 27 

(1) Pem a dan eva asi terhadap pea sanaan SB dil u an dalam 
rang a menilai eberhasi n pe aksanaan PSB al memutus rantai 
penul a COVJD-19. 

(2) Pemant u dan evaluasi sebag imana dimaksud pada ayat 1), dilakukan 
oleh Gug s gas Daera melalui pemanta an atau pemeriksaan ke 
lapangan se ai engan wewenang dan tangg ng jaw b. 

(3) Penilaian keber silan pe aksanaan P BB s bagai ana dimaksud pada 
ayat ( 1) didasarkan pa kriteria: 
a. pelaksanaan PSBB; 
b. jumlah kasus; 
c. jumlah kematian; dan 
d. sebaran kasus. 

BAB VIII 
PEMANTAUAN, EVA UASI, DAN PELAPO N 

Pasal 26 

Pasal 25 

(1) P merintah Daerah dapat melak kan kerjasama dalam pelaksa .. an PSBB 
d ngan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan eraturan erundang­ 
u d gan. 

(2) kerisama se a aimana dimaksud pada ayat (1), dilaku an dalam bentuk: 
a. dukungan sumber daya man sia; 
b. sara a dan prasa a 
c. da da · formasi; 
d. ja an/ a tau d k ngan lain. 

(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVJD-19 di 
Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan 
penyediaan an en al ran sumber daya. 

(2) Prosedur d penggunaan sistem informasi dalam rang a penyediaan dan 
penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksu pada ayat (1) ditetapkan 
o e Ketua Gugus Tugas Daerah. 

BAB VII 
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19 

Pasal 24 

b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas 
pelaksanaan PSBB; dan/atau 

c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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Pasal 31 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB XI 
KETENTU AN PENUTUP 

Setiap pengendara kendaraan be motor yang melakukan pelanggaran ketentuan 
Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), dan/atau Pasal 18 ayat (7) 
dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). 

Pasal 30 

(1) Bupati engenaka anksi administrasi kepada s iap ra a an/atau 
penanggu gja ab kegia an ya g m lak ka e angg er a a Pasal 5 
ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), asal 10 ayat (3), P s 1 10 ayat 
(4), asal 1 a at (5), Pasa 13 a at (1), Pasa 14 ayat (3). 

(2) Bu ati dapat melim ah an kewenangan pengenaan sanksi dministrasi 
sebagaiman dimak ud pada ayat (1) epada Perangk t Daer h sesuai 
dengan ugas dan fungsi ma i g-rnasi g. 

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaks pada rt (1) berup : 
a. t gur n lisan; 
b. te ur n tertu i ; 
c. tin kan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran 

dan/ au pemulihan; dan/ atau 
d. pencab an izin sesuai dengan ewenangannya. 

B BX 
SANKS I 

P sal 29 

Pendanaan e aksanaan PSBB bersumber dari: 
a. Angga an Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; 
c. An aran Pendapatan dan Belanja D erah; dan 
d. sumber-sumber lain yang sah dan idak mengikat sesuai dengan t ntuan 

dang- ndangan. 

BAB IX 
SUMBER PENDANAAN 

Pa al 28 

(2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki 
oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah sesuai dengan kewenangan dan 
tanggung jawab. 
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LAYA TAHUN 2020 NOMOR 35 UP T BERITA DA RAH 

SE RETA IS DAERAH 
KAB PATEN ASK L YA, 

Diundangkan · Singapar a 
pada tangga 5 11Iei 2020 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 5 Mei 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
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